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LAMPIRAN  

 

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara 

Tanggal  : 6 April 2026 

Waktu  : 16.00 

Narasumber : Bapak Asrofi Langgeng Noerman Syah 

No Pertanyaan Wawancara Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana proses 

pembuatan Bukti Potong 

PPh Pasal 21 di sistem 

Coretax? 

 

Dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 di 

sistem Coretax terdapat dua metode dalam 

pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 pada 

sistem Coretax, yaitu melalui impor data dan 

input secara manual. Metode impor data 

dilakukan dengan menggunakan file XML yang 

dapat diunduh melalui sistem Coretax. Selain 

itu, pembuatan bukti potong juga dapat 

dilakukan secara manual dengan menginput 

informasi umum penerima penghasilan serta 

melakukan pengisian perhitungan pajaknya 

secara langsung pada sistem Coretax. 

 

2. Dokumen apa saja yang 

perlu disipakan sebelum 

membuat Bukti Potong 

PPh Pasal 21 di sistem 

Coretax? 

 

Dokumen yang diperlukan yaitu rekap gaji 

karyawan, kertas kerja yang disusun oleh saya 

sendiri sebagai arsip dan template impor data 

yang didapat dari sistem Coretax 
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3.  Kendala yang dihadapi 

dalam pembuatan Bukti 

Potong PPh Pasal 21 di 

sistem Coretax? 

 

Terdapat kesalahan pada pemilihan klasifikasi 

status pegawai, di mana data yang seharusnya 

masuk dalam kategori pegawai tidak tetap justru 

dimasukkan sebagai pegawai tetap. Selain itu, 

terdapat kendala terkait karyawan yang belum 

melakukan aktivasi akun Coretax sehingga data 

karyawan belum terdeteksi atau belum 

tervalidasi dalam sistem. 

4.  Bagaimana dampak dari 

adanya kendala tersebut? 

 

Dampaknya yaitu pada SPT Masa PPh Pasal 21 

terdapat kurang bayar sehingga diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran dan hal itu 

merugikan wajib pajak. 

5. Bagaimana peran sistem 

Coretax dalam pembuatan 

Bukti Potong PPh Pasal 

21? 

 

Coretax sangat membantu dalam proses 

pembuatan bukti potong PPh pasal 21 menjadi 

lebih cepat, perhitungan lebih akurat, dan 

validasi data secara otomatis.   
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Lampiran 2. Daftar Gaji PT X 2026 
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Lampiran 3. Daftar Tarif Efektif Rata-Rata (TER) 
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Lampiran 4. Kertas Kerja Perhitungan PPh Pasal 21 PT X 

 

Tegal, 30 Mei 2026 

Mengetahui, 

 

 

Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., Ak.,
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Lampiran 5. Referensi Kode pada Template Pegawai Tetap 
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Lampiran 6. Referensi Kode pada Template Selain Pegawai Tetap 
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Lampiran 7. Bukti Potong PPh Pasal 21 Pegawai Tetap 

 



96 

  

 

Lampiran 8. Bukti Potong PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap 
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Lampiran 9. PMK No 168 Tahun 2023 Terkait DPP dan TER 

BAB IV 

DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 

PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN 

DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN DAN PENGURANGAN 

YANG DIPERBOLEHKAN 

Pasal 12 

(2) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai 

Tidak Tetap yaitu dalam hal penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf d:  

a. tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto 

sehari sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 

sebesar:  

1. penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh 

harian; atau 

2. rata-rata penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau 

diperoleh selain harian.  

b. tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto 

sehari lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, sebesar 

50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto; atau  

c. diterima atau diperoleh secara bulanan, sebesar jumlah penghasilan bruto. 

(3) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Bukan 

Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) darijumlah penghasilan bruto 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. 

BAB V  

TARIF PEMOTONGAN 

(1) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas: 

a. tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan  

b. tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak 

Penghasilan. 

(2)  Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. tarif efektif bulanan; atau  

b. tarif efektif harian, 

sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.  

(3) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b digunakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib 

pajak orang pribadi. 
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Lampiran 10. Buku Bimbingan Tugas Akhir 
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Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara 

 
 

 
 


